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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demokratia yang terbentuk 

dari kata demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya 

pemerintahan/kekuasaan, sehingga arti dari demokrasi ialah kekuasaan atau 

pemerintahan rakyat. Secara umum, pengertian Demokrasi merupakan suatu 

sistem pemerintah yang melibatkan rakyat dalam system pemerintahan negara. 

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya 

memiliki hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan 

memberikan efek dalam kehidupan mereka, demokrasi juga bias diartikan sebagai 

bentuk kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.1 

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk 

memilih wakil-wakil rakyat yang diselanggarakan secara Langsung, Umum, 

Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk 

mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislative dalam periode 

waktu tertentu secara demokratis. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan 

aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Ide demokrasi dimaknai sebagai 

“Suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, maka 

penyelenggaraan pemilu yang demokratis, professional dan memiliki kredibilitas 

                                                             
1Josephine Irene, 2017, Demokrasi Indonesia Dulu Hingga Kini, 

https://www.kompasiana.com/josephineirene/59f348a5b3f5ca11ad025003/demokrasi-di-indonesia-

dulu-hingga-kini?page=all, di aksespada tanggal 9 November 2019 pada pukul 23.51 WIB. 
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yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam 

pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik 

rakyat dalam sebuah Negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan 

pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.2 

Dasar hukum penyelenggaraan pemilu legilsatif adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut 

serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dan merupakan satu-

satunya media yang dapat mengantar warga Negara menjadi kontestan pemilihan 

umum legislatif. Melalui landasan hukum tersebut, Negara menjamin seluruh 

warga Negara untuk berkumpul dan mendirikan partai politik sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Partai politik berkembang 

bersamaan dengan berkembangnya proses demokrasi yang merupakan sarana 

penting dalam pemilihan umum. Hingga saat ini, institusi partai politik dinilai 

masih merupakan alat politik yang paling ampuh untuk mencapai tujuan politik. 

Dalam pemilu terdapat asas-asas yang di anut, yakni “Langsung” berarti 

pemilih diharuskan  memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh 

diwakilkan."Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara 

yang sudah memiliki hak menggunakan suara.Bebas berarti pemilih diharuskan 

memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun."Rahasia" berarti 

                                                             
2Azwir Fahmi Harahap, 2019, Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara 

Serentak di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm-2. 
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suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih 

itu sendiri. 

Sedangkan "JURDIL" yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. 

Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai 

dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak 

dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai 

yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah 

perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada 

pengistimewaan ataupun diskriminatif terhadap peserta atau pemilih tertentu. 

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, 

tetapi juga penyelenggara pemilu. 

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat 

menjamin bahwa seluruh manusia dalamhalinipemilih selalu bertindak jujur dan 

adil dalam memberikan suaranya. Walaupun pemilih diatur oleh penyelenggara 

pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dan 

Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya, namun masih ada pemilih yang 

memberikan suaranya lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS).  

Dalam penyelenggaraan pemilu apabila peserta pemilu memberikan suara 

lebih dari satu kali akan dipidana sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 

516 yaitu : 
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Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara 

memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau 

lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) 

bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta 

rupiah)  

 

Berdasarkan kasus sebagaimana dalam putusan Nomor 

57/Pid.Sus/2019/PN.TJP. dimana dalam pemilihan umum legislative  di jorong 

Sungai Dadok, kenagarian Koto Tinggi kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 

Lima Puluh Kota. Yang mana pelaku yang semulanya sudah memberikan suara di 

TPS 18 dan kemudian memberikan hak suara lagi di TPS 17. 

Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 17 karena nama pelaku terdaftar 

di daftar pemilih tambahan (DPTB)  dan pelaku memiliki surat pemberitahuan 

(daftar pemilih tambahan dalam negri)  model A-5 KPU yang pada saat itu 

ditinggal pelaku dirumahnya, selanjutnya pelaku memasuki TPS 17 setelah di 

panggil oleh anggota KPPS, dan langsung di berikan oleh Ketua KPPS 5 buah 

surat suara, namun pelaku tidak memberitahukan kepada Ketua KPPS bahwa 

pelaku sudah mencoblos di TPS  18. Atas perbuatan terdakwa telah melanggar 

Pasal 516 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan dijatuhi hukuman penjara 

selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 2 (dua) bulan. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang 

berjudul ”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

YANG MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH SATU KALI DI SATU 

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 

LEGISLATIF (StudiPerkara Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP)” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang 

memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemunggutan suara 

pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 

57/Pid.Sus/2019/PN.TJP ? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat 

pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 

57/Pid.Sus/2019/PN.TJP ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang 

memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu tempat pemungutan suara 
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pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara Nomor : 

57/Pid.Sus/2019/PN.TJP 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu 

tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif dalam Perkara 

Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP 

D. Metode Penelitian  

Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah secara tuntas dan 

ilmiah.Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang 

disebut ilmu.3 Begitu juga dengan penelitian hukum yang penulis lakukan saat ini. 

Tahapan penyelesaiannya tidak pernah terlepas dari sebuah metode penelitian, 

dalam hal ini maka penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup: 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif.Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji 

keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.4 

2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan 

dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:5 

                                                             
3Ibid. hlm 44 
4Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta,  hlm 

41. 
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a. Bahan Hukum Primer dari: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana  

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 

3) Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP 

b. Bahan Hukum Sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang 

mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-

kamus hukum.6 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha pengumpulan data penulisan melakukan penelitian 

dengan studi dokumen.Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari 

bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang 

ada kaitannya dengan masalah penelitian. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
5Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Metode Penelitian Hukum Normatif, Raja 

Grafindo, Jakarta, hlm 24. 
6Bambang Sunggono, Op.Cit,hlm 33. 
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4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya 

suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis 

atau lisan dan prilaku nyata.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm 125. 
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